
 
 
 
 

WALIKOTA SURABAYA 
SALINAN 

 
PERATURAN  WALIKOTA  SURABAYA 

NOMOR  44  TAHUN 2005 
 

TENTANG 
 

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

 
WALIKOTA SURABAYA, 

 
 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 
2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka 
Keputusan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2004 tentang 
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditinjau kembali; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a , perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan 
Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 

 
 
Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Besar  dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ 
Jawa Tengah/ Jawa Barat  dan Daerah Istimewa Yogyakarta, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

 
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); 

 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor  38, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493); 

 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4022); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); 

 
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A); 

 
7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang 

Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E), 
sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota 
Surabaya Nomor 38 Tahun 2005 (Berita Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2005 Nomor 31/E). 

 
 

 MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN 
PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

 
 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
  
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Surabaya. 

 
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya. 

 
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. 
 

4. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Surabaya. 

 
 

Pasal  2 
 

(1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan 
perumahan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan 
terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji, masing-
masing sebesar sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran 
Peraturan Walikota ini. 

 
(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diberikan kepada Pimpinan DPRD yang belum memperoleh 
rumah jabatan dan Anggota DPRD yang belum memperoleh 
rumah dinas; 
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Pasal  3 
 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan 
Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2004 tentang Tunjangan 
Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
 

Pasal  4 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
dan berlaku surut sejak tanggal 24 Agustus 2004. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Surabaya. 

 
 
 
Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 20 Oktober 2005 

 
WALIKOTA SURABAYA, 

 
 

ttd 
 
 

BAMBANG DWI HARTONO 
 
 
Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 20 Oktober 2005 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 
 
 

ttd 
 
 

SUKAMTO HADI 
 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 36/E 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 
 
 

HADISISWANTO ANWAR 
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LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 
NOMOR  :  44 TAHUN 2005         
TANGGAL  :  20 OKTOBER 2005 
 

 
 

BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 

 

 

NO KOMPONEN PIMPINAN / BULAN ANGGOTA / BULAN 

1. Tunjangan rumah Rp. 4.150.000,- Rp. 4.000.000,- 

2. Tunjangan listrik Rp. 1.000.000,- Rp.    750.000,- 

3. Tunjangan telepon Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000.000,- 

4. Tunjangan air minum Rp. 1.000.000,- Rp.    750.000,- 

 JUMLAH Rp. 7.650.000,- Rp. 6.500.000,- 

 

 
WALIKOTA SURABAYA, 

 
 

ttd 
 
 

BAMBANG DWI HARTONO 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 
 
 

HADISISWANTO ANWAR 
 

SEKRETARIS  


	WALIKOTA SURABAYA, 

